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BUPATI BUOL,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasar 6 peraturan Menteri daram Negeri Nomor

24 Tah'n 2006 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu

Bupati./walikota mendelegasikan kewenangan pernndatangananperizinan

dan non perizinan kepada Kepala ppTSp untuk mempercepat proses

pelayanan.

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf-a di
atas, serta dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan non
perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan te{angkau di bidrng
perizinan maka perlu diberikan kewenangan kepada Dinas penanaman

Modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Buol.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h'ruf-a
dan b maka di pandang perlu menetapkan peraturan Bupati tentang

pendelegasian sebagian kewenangan di bidang penaneman modal,

perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Buol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5l Tahun 1999 Tentang pembentukan

Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai

Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor I 1

tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 5l tahun

1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik lndonesia

tahun 2000 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3966);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547)

sebagaiman telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3258);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu S atu P intu;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Peraturan Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah

Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 05).

Menetapkan:

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL,

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.

2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten

Buol.
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah

otonom.

4. Bupati adalah Bupati Buol.

5. Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawar

Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi

pemerintah.

6 Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten

Buol yang selanjutnya disebut DpMprSp adalah yang menbidangi urusan perencanaan

dan Pengemba'gan Iklim Penanaman Modal, promosi penanaman Modal, pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modar dan Informasi penanaman Modal penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pengaduan Kebijakan dan pelaporan layanan.

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang seranjutnya disingkat prSp adarah pelayanan secara

terintegritas dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan

tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu,

9.

Penanaman Modal adalah segara bentuk kegiatan menanam modar, baik oleh penanam

modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk merakukan usaha di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim
Penanaman Modal, Promosi penanaman modal, pengendarian peraksanaan penanaman

modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non

Perizinan, pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan serta data dan informasr

Penanaman Modal.

Penyelenggara PTSP adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

ll. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan Non perizrnan

yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya

dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

12. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah

kepada seorang atau pelaku usaha./kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

13. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada

seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan infomrasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dalam

rangka penyelenggaraan PTSP, yang memputyai kewenangan memberikan rekomendasi

atas penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.

yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu

serta bersifat mandiri.
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BAB II

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pendelegasian Kewenangan

Pasal2

Bupati mendelegasikan kewenangan Kepada Kepala DPMPTSP untuk menandatangani

Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

(l) Rincian Kewenangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

l. Melakukan proses pelayanan administrasi;

2. Menandatangani dokumen; dan

3. Menerbitkan dokumen bidang dan jenis perizinan.

(2) Bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

Bupati ini.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu wajib :

a. Menerapkan prinsip pelayanan Publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan

bermutu;

b' Menerapkan mekanisme Perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan

Perizinan kepada Pemohon sesuai dengan Standar Operasional Presedur;

c. Menyampaikan tembusan Perizinan kepada sKpD tehnis terkait;dan

d. Menyampaikan laporan Perizinan kepada Bupati dan Instansi terkait lainnya.

(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayar (l) huruf b memuat

antara lain :

a. Jenis perizinan yang menjadi Kewenangan Bupati;

b. dasar Hukum;

c. Pensyaratan;

d. Biaya atau Tarif;

e. Masa berlaku;

f. Waktu proses;dan

g. Kewenangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 5

DPMPTSP wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.

Pasal 6

Dalam pengelolaan Perizinan, DPMPTSP dapat menerapkan pelayanan secara Online atau

dengan sistem Teknologi Informasi.

BAB III
PI.JNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN, PENERBITAN PERIZINAN SERTA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pungutan Retribusi

Pasal 7

SKPD tehnis memungut Retribusi dari setiap perizinan yang diterbitkan.

Pasal 8

Dalam hal pengelolaan Perizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada DpM pTSp, target

Retribusi Perizinan menjadi target penerimaan SKPD Tehnis.

Pasal 9

DPMPTSP wajib menyampaikan laporan Realisasi penerimaan Retribusi atas perizinan

Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini

dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol.

Pasal 13

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai

dengan habis berlakunya izin.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010

tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan dalam rangka Pelayanan Perizinan

Terpadu di Kabupaten Buol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

ditetapkan di

pada tanggal

: Buol
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUOL

NOMOR : 10 f,aHuP 9ol?

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

C

NomoT BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

t2
A. BIDANG PENDIDIKAN

l. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat.

2. Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang

diselenggarakan oleh Masyarakat.

B. BIDANG KESEHATAN

l. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

tingkat Daerah Kabupaten.

2. Penerbitan Izin Praktek dan Izin kerja tenaga Kesehatan.

3. Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko alat kesehatan dan Optikal.

4. Penerbitan Izin Produksi Makanan dan Minuman pada industri rumah tangga.

Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

l. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (sedang dan kecil).

3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan,

4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan kawasan Permukiman.

D. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA

PERLINDLINGAN MA S YARAKAT.

1. Penerbitan izin Gangguan (HO);

E. BIDANG SOSIAL

L Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten.

F. BIDANG TENAGA KERJA

L Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja'

2. Pembuatan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam I

(satu) daerah KabuPaten.

3. penerbitan perpanjanganlzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)'

G. BIDANG PERTANAHAN

1. Pemberian Izin Lokasi dalam I (satu) Daerah Kabupaten.

2. Penerbitan Izin Pembukaan Tanah'
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H. BIDANG LINGKLTNGAN HIDUP

l. Penerbitan Izin Lingkungan.

2. Penerbitan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (ppLH).

3. Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah dan pengelolaan Sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

I. BIDANG PERHUBLINGAN

1. Penerbitan Izin Trayek dan Izin Operasi.

2. Penerbitan Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.

3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu

yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten.

4. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi badan usaha yang berdomisilih dalam

Daerah Kabupaten.

5. Penerbitan Izin angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan

usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah

Kabupaten

6. Penerbitan Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan dan danau sesuai

dengan Domisilih orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.

7. Penerbitan izin Trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan atau kapal yang

melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

8. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan

domisili badan usaha.

9. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

I 0. Penerbitan Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.

Penerbitan Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.

I I . Penerbitan Izin badan usaha pelabuhan dipelabuhan pengumpul lokal. penerbitan

Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan penerbitan Izin

12. pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.

13. Penerbitan Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.

14. Penerbitan Izin pengoprasian pelabuhan selama 24 Jam untuk pelabuhan

pengumpan lokal.

15. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan

lokal.

16. Penerbitan Izin Reklamasi Ci wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.

17. Penerbitan Izin Pengolahan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di

dalam pelabuhan pengumpan lokal.

C
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J. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

l. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah

keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.

2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi

Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah

Kabupaten.

K. BIDANG PENANAMAN MODAL

l. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu I (satu) pintu di bidang

Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

L. BIDANG KEBUDAYAAN

1. Penerbitan Izin membawah Cagar Budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam I

(satu) Daerah Provinsi.

M BIDANG PARIWISATA

PenerbitanTandaDaftar Usaha Pariwisata ( TDUP)

N. BIDANG KEARSIPAN

l. Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan

dilembaga kearsipan Daerah Kabupaten.

O. BIDANG PERIKANAN

l. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (lUP) di bidang pembudidayaan ikan yang

usahanya dalam I (satu) Daerah Kabupaten.

P. BIDANG PERTANIAN

l. Penerbitan lzin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah

Kabupaten.

2. Penerbitan Izin Usahan Produksi beniMbibit temak dan pakan, fasilitas

pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan, Pasar Hewan dan Rumah Potong

Hewan.

3. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, ritail, sub distributor) obat hewan.

A. BIDANG PERDAGANGAN

l. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha

Toko Swalayan.

2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dan Surat keterangan penyimpanan barang

(sKPB).

3. Penerbitan Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

4. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C

untuk pengecer dan penjual langsung ditempat.

5. Rekornendasi Penerbitan Pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar

(PKAPT).

6. Penerbitan Surat Keterangan Asal.
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BIDANG PERINDUSTRIAN

l. Penerbitan Izin Usaha Industri (lUI) Kecil dan Menengah.

2. Penerbitan IPUI bagi lndustri Kecil dan Menengah'

3. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten.
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